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Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan 
pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa 
sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan 
melalui cara dokumentasi (kepustakan). Sumber bahan hukum yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis. Notaris merupakan pejabat 
umum yang netral artinya tidak ada unsur keagamaan dalam menjalankan 
tugasnya dan menurut pasal 15 UUJN notaris berwenang untuk membuat akta 
apapun begitu pula akta syariah maka dari itu notaris nonmuslim berwenang 
dalam pembuatan atau peresmian akta syariah dan jika kita melihat kewenanganya 
maka kedudukan akta syariah yang dibuat atau diresmikan oleh notaris 
nonmuslim tetap menjadi akta autentik selama proses pembuatannya tidak 
melanggar UUJN. Maka dapat disimpulkan bahwa notaris nonmuslim berwenang 
atas pembuatan akta syariah dan kedudukan akta syariah yang dibuat oleh notaris 
nonmuslim tetap menjadi akta yang autentik selama proses pembuatanya tidak 
melanggar UUJN 




This research is a type of normative or doctrinal legal research. This research 
was conducted using a statutory approach and a conceptual approach. The type 
of data used is secondary data in the form of legal material sources. The 
technique of collecting legal materials is used through documentation (librarian). 
The source of the legal material obtained was analyzed using descriptive analysis. 
Notaries are neutral public officials meaning that there is no religious element in 
carrying out their duties and according to article 15 of the UUJN notaries are 
authorized to make any deed as well as sharia deeds, therefore non-Muslim 
notaries are authorized to prepare or inaugurate sharia deeds and if we look at 
their authority, the position of the deed Sharia laws made or formalized by non-
Muslim notaries remain authentic deeds as long as the manufacturing process 
does not violate UUJN. So it can be concluded that non-Muslim notaries have the 
authority to make sharia deeds and the position of sharia deeds made by non-
Muslim notaries remains an authentic deed as long as the making process does 
not violate UUJN. 
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PENDAHULUAN  
Dalam Undang-undang No 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang 
No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang 
berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainya 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-
undang lainya. Akta autentik sendiri merupakan alat bukti yang mengikat dan 
sempurna, arti kata sempurna disini berarti hakim menganggap semua yang tertera 
dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat 
membuktikan isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu, perbuatan hukum 
seharusnya dicatatkan sebagai alat bukti dalam bentuk Akta autentik agar memliki 
nilai sebagai pembuktian yang sempurna.  
Dalam ranah perbankan banyak sekali aktivitas atau perbuatan hukum itu 
terjadi, maka di dalam dunia perbankan memerlukan adanya notaris sebagai 
penerbit atau pembuat produk hukum yang mengikat atas dasar perbuatan hukum 
yang terjadi di dunia perbankkan, hampir semua tranksaksi yang dilakukan 
dengan nasabahnya memiliki perbuatan hukum maka hal inilah yang perlu dicatat 
oleh seorang notaris dan dituangkan di dalam aktanya agar sebagai jaminan atau 
perlindungan hukum pihak bank maupun dari pihak nasabah itu sendiri, begitu 
pula bank yang memiliki system syariah, banyak akad-akad syariah yang harus 
dicatatkan sebagai akta autentik yang disebut dengan akta syariah. 
Akta Syariah sendiri memiliki prinsip-prinsip syariat Islam didalamnya, 
namun dalam hal ini bagaimana jika Notaris yang membuat akta tersebut non 
muslim yang berarti kurangnya pemahaman tentang syariat islam. Jika kita lihat 
Undang-undang No.2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.30 
tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak adanya aturan tentang akta syariah baik 
dalam kriteria notaris dalam kewenangan pembuatan akta syariah ataupun akta 
syariah itu sendiri. Tidak dapat terpungkiri hal ini dikarenakan karena 
kelembagaan Notaris itu sendiri bukan merupakan produk dari hukum Islam, 
melainkan merupakan produk dari hukum barat. Maka dari itu berdasarkan uraian 
tersebut di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut, yang 
pertama Bagaimana kewenangan notaris non muslim dalam membuat akta 
syariah? Dan yang kedua Bagaimana kedudukan akta syariah yang dibuat oleh 
notaris non muslim? 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis 
normatif atau doctrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagimana dikutip Peter 
Mahmud Marzuki mendenifisikan bahwa penelitian hukum doctrinal adalah 
penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu 
kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan 
daerah kesulitan yang mungkin memprediksi pembangunan masa depan1. 
Penelitian hukum normative yang nama lainya adalah penelitian hukum doctrinal 
yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena 
penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang 
 
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 
35 
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tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain2. Pada intinya penelitian dilakukan 
dengan cara penelitian dengan bahan-bahan pustaka atau data sekunder terdiri dari 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. 
PEMBAHASAN 
A. Kewenangan Notaris Non Muslim Dalam Membuat Akta Syariah 
Lembaga Notaris di Indonesia merupakan pejabat umum yang memiliki 
kewenangan untuk membuat akta autentik, dimana dalam kewenangan tersebut 
telah diatur didalam undang-undang jabatan notaris, dalam pasal 1 angka 1 
undang-undang no. 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa 
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang 
kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”, dan dalam 
pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Suatu akta autentik ialah akta yang 
dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat 
umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Di dalam ranah 
perdata akta autentik merupakan pembuktian yang sempurna, adapun dalam 
KUHPerdata pembuktian tulisan dibagi menjadi 2 yaitu tulisan autentik dan 
tulisan dibawah tangan yang seperti tertera pada pasal 1867 KUHPerdata 
menyebutkan bahwa “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan 
autentik maupun dengan tulisan di bawah tangan”.  
Notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan 
untuk membuat akta yang autentik hal ini dapat kita lihat dalam pasal 15 ayat 1 
Undang-undang no 2 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-undang no 30 
tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa “ Notaris berwenang 
membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan 
yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki 
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin 
kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, Salinan 
dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga 
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 
oleh undang-undang”. 
Dari pernyataan pasal di atas dapat kita pahami bahwa notaris berwenang 
untuk membuat akta autentik apabila para pihak menghendakinya atau menurut 
hukum yang berlaku mewajibkan untuk dibuatkanya akta autentik. Pembuatan 
akta tersebut harus sesuai dengan aturan hukum yang berkaitan dengan proses 
prosedur pembuatan akta notaris, sehingga jabatan notaris sebagai pejabat umum 
tidak perlu diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan notaris. 
Terdapatnya lembaga notaris atau jabatan notaris didukung oleh aturan hukum 
yang bermaksud memiliki tujuan agar melayani dan membantu masyarakat yang 
memerlukan alat bukti atau pembuktian berupa surat yang berbentuk autentik 
mengenai peristiwa hukum. 
Dari sisi sejarah, semula dikenal pejabat umum. Istilah pejabat umum 
merupakan terjemahan dari istilah Openbare Amteneran yang terdapat dalam 
 
2 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14 
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pasal 1868 KUHPerdata. Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan: “Eene 
authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of 
ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse 
alwaar zuiks is geschied”. (Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam 
bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang 
berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat).3 
Openbare Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum 
diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta autentik yang 
melayani kepentingan public, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. 
maka berdasarkan ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
tersebut, untuk dapat membuat suatu akta autentik seseorang harus mempunyai 
kedudukan sebagai pejabat umum. Namun dalam pasal 1868 itu tidak menjelaskan 
lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut.4 
Menurut kamus hukum salah satu arti dari Ambternaren adalah Pejabat. 
Dengan demikaian Openbare Ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas 
yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika Openbare 
Ambtenaren diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusu berkaitan dengan Openbare 
Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat 
yang diserahi tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan 
publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.5 
Jabatan notaris sebagai pejabat umum berbeda dengan pejabat umum yang 
berada pada tata usaha negara. Notaris merupakan suatu jabatan yang memiliki 
karakteristik yaitu6: 
1. Sebagai Jabatan 
Undang-undang jabatan Notaris merupakan satu-satunya aturan hukum 
dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, 
sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu 
pada undang-undang jabatan notaris. Jabatan notaris merupakan suatu lembaga 
yang diciptakan oleh negara, menempatkan notaris sebagai jabatan dalam satu 
bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk 
keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu 
lingkungan pekerjaan tetap. 
2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu 
Setiap wewenang yang diberikan pada suatu jabatan, harus ada aturan 
hukumnya. Sebagai batasan agar jabatanya dapat berjalan dengan baik dan tidak 
bertabrakan dengan wewenang jabatan lainya. Apabila notaris melakukan suatu 
tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai 
 
3 Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi, Penegakan Kode Etik Profesi Notaris, Nirmana MEDIA, 
Tangerang, 2017, hlm. 117 
4 Ibid, hlm. 118 
5 Ibid, hlm. 118 
6 Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), CV. Mandar Maju, 
Bandung, 2009, hlm. 15 
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perbuatan melanggar wewenang. Wewenang notaris hanya dicantumkan dalam 
pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 undang-undang jabatan notaris. 
3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah 
Pasal 2 undang-undang jabatan notaris menyatakan bahwa notaris diangkat 
dan diberhentikan oleh menteri (pemerintah), dalam hal ini menteri yang diberi 
tugas dan tanggung jawab yang meliputi bidang kenotariatan (pasal 1 angka 14 
undang-undang jabatan notaris) meskipun notaris secara administrative diangkat 
dan diberhentikan oleh pemerintah, namun tidak berarti notaris menjadi bawahan 
yang mengangkatnya. Notaris dalam menjalankan jabatanya bersifat mandiri 
(autonomous), tidak memihak siapapun (impartial), tidak tergantung pada 
siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatanya tidak 
dapat dicampuri oleh yang mengangkatnya atau pihak lain. 
4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari pemerintah 
Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima 
gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium atas jasa 
hukum yang diberikan sesuai dengan kewenanganya (pasal 36 ayat 1 undang-
undang jabatan notaris). Notaris juga wajib memberikan jasa hukum dibidang 
kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu (pasal 37 
undang-undang jabatan notaris). Jabatan notaris bukan suatu jabatang yang digaji, 
notaris tidak menerima gajinya dari pemerintah sebgai halnya pegawai negri, akan 
tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pegawai pemerintah 
tanpa digaji oleh pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa 
mendapat pension dari pemerinta.7   
5. Akuntabilitas atas pekerjaanya kepada masyarakat. 
Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 
memerlukan akta autentik dalam bidang hukum bidang perdata, sehingga notaris 
mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat 
menggugat secara perdata notaris, dan menuntut biaya ganti rugi dan bung ajika 
akta tersebut dapat dibuktikan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 
Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat. 
Jika kita pahami dari keterangan di atas maka penulis memberikan 
pengertian bahwa notaris merupakan sebuah jabatan yang diangkat dan 
diberhentikan oleh pemerintah dimana kewenangannya adalah membuat produk 
hukum yaitu alat bukti berupa akta autentik untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat dan notaris berhak atas penerimaan honorarium dari jasa yang 
disediakanya tersebut. Artinya jabatan notaris merupakan jabatan yang netral 
tidak ada unsur keagamaan, orang beragama apa saja bisa diangkat menjadi 
notaris asalkan sesuai dengan pasal 3 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang 
jabatan notaris, dengan hal ini orang yang diangkat menjadi notaris bisa beragama 
Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan bahkan kepercayaan lainya yang di 
akui dan dianut oleh masyarakat negara Indonesia. 
 
7 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetaka Ketiga, PT. Gelora Aksara, Jakarta, 
1992, hlm. 36  
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Di dalam perbankan syariah sendiri memiliki banyak aktivitas di dalam 
pembiayaan secara otomatis banyak membutuhkan jasa notaris sebagai pejabat 
umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta autentik. Jika merujuk 
pada undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 
1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang 
menyangkut tentang Bank syariah dan Unit usaha syariah, mencangkup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya” dan pada pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa “Bank syariah adalah 
bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 
menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat 
syariah”.  
Prinsip syariah inilah yang menjadi landasan atas jalanya usaha perbankan 
syariah dimana didalam prinsip syariah sendiri mengatur akad-akad syariah yang 
digunakan dalam perjanjian-perjanjian atau tindakan hukum antara nasabah 
dengan pihak bank syariah itu sendiri. Akan tetapi di dalam undang-undang ini 
tidak ada aturan tentang notaris beragama apa yang harus membuat akta dalam 
akad perbankan syariah. Perbuatan hukum yang dilakukan antara pihak bank 
syariah dengan nasabah dalam rangka pembiayaan, khususnya dalam pembuatan 
akta syariah harus adanya pemahaman mengenai ilmu ekonomi syariah, hal-hal 
yang harus diperhatikan mengenai akad perlu dipelajari sebagai dasar dalam 
pembuatan akta syariah. 
Akad sebagai kesepakatan tertulis dituangkan dalam bentuk akta notaris 
atau di bawah tangan. Beberapa kegiatan dari bank umum syariah dan unit usaha 
syariah dituangkan dalam bentuk akta8, terdapat dalam pasal 1 ayat (25) yaitu 
“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 
berupa: 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentu ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 
istishna; 
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 
e. Transaksi sewa mnyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
dibiayai dan/atau diberi fasilitas khusus dana untuk mengembalikan 
dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dalam imbalan ujrah, tanpa 
imbalan atau bagi hasil. 
Dengan perlunya pemahaman dan pembelajaran bagi notaris yang akan 
membuat akta syariah maka notaris tersebut harus mengikuti pelatihan sertifikasi 
syariah dimana di dalam kegiatan tersebut tidak ada persyaratan bahwa notaris 
 
8 Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, Akta Notaris untuk Perbankan Syariah, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2017, hlm. 24 
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harus beragama islam.9 Hal ini pula menjadi alasan bahwa tidak ada batasan bagi 
kewenagan notaris yang diberikan mengenai agama seorang notaris dalam 
mengesahkan akta terkait akad pembiayaan di perbankan syariah. 
Di dalam bukunya Habib Adjie menerangkan bahwa Notariat atau jabatan 
Notaris adalah lembaga yang netral sehingga tidak hanya notaris muslim yang 
dapat membuat akta perbankan syariah, tetapi juga notaris yang beragama Kristen, 
Khatolik, Hindu, Budha, atau agama dan kepercayaan lain pun mempunyai hak 
yang sama untuk membuat akta ayariah, sepanjang semua prosedur dan tata cara 
pembuatan akta menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris atau Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Perubahan 
dipenuhi.10 
Jika kita melihat pasal 15 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris 
menyebutkan bahwa : 
1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, 
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 
dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal 
pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan 
kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga 
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 
ditetapkan oleh Undang-Undang. 
2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris 
berwenang pula: 
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 
surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 
b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku 
khusus; 
c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa Salinan yang 
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 
yang bersangkutan; 
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 
akta; 
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau; 
g. Membuat akta risalah lelang. 
 
9 Pandan Nurwulan dan Ina Faturohmah, Akad Perbankan Syariah dan Penerapanya Dalam Akta 
Notaris yang Seuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Penelitian Kolaborasi, Progaram Pascasarjan 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 73  
10 Habib Adjie dan Muhammad Hafidh. Op. Cit, hlm. 70 
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3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Maka dari itu atas pembahasan dan peraturan di atas tepatnya pada pasal 
15 ayat (1) maka notaris dalam menjalankan jabatanya tidak terikat atas suatu 
agama oleh karenanya apapun agama notaris tersebut dapat atau berwenang 
membuat akta apa saja termasuk akta syariah, yang artinya notaris non muslim 
juga berwenang atas pembuatan akta syariah. Hal yang paling terpenting adalah 
notaris non muslim yang akan membuat akta syariah harus paham bahwa akta 
syariah pada perbankan syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang 
benar-benar mengikuti ketentuan rukun, syarat, dan asas dalam akad syariah, 
sehingga tidak hanya pada judul atau namanya saja akta syariah akan tetapi isi dan 
makna akta syariah itu sendiri harus benar-benar dengan dasar prinsip syariah. 
B. Kedudukan Akta Syariah yang Dibuat Oleh Notaris Non Muslim 
Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum ialah 
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan atas 
jasanya. Kewenangan notaris menurut pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris 
adalah membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan 
ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau 
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, 
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan 
grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang perbuatan akta tersebut 
tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan 
oleh undang-undang selain itu notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan 
dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan 
mendaftar dalam buku khusus (legalitas). 
Beberapa kewenangan yang dipaparkan itu sebagai bagian dari refleksi 
dan evaluasi, bahwa notaris telah diberi kewenangan yang beragam oleh 
normayuridis. Negara hukum Indonesia telah memberikan kewenangan yang 
membuat notaris bisa berelasi dengan beragam subjek hukum atau beragam 
kepentingan pemohon layanan hukum.11 Yang dimaksud dengan kepastian hukum 
itu sendiri merupakan lebih bercondong kepada pemberlakuan hukum yang jelas, 
konsisten, tetap, dan konsekuen yang menjalankanya tidak dapat dipengaruhi oleh 
siapa pun dan dalam keadaan apapun yang bersifat subjektif. Indicator adanya 
kepastian hukum disuatu negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan 
yang jelas dan peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik 
oleh hakim maupun petugas hukum lainya.12 Kewenangan itu sendiri melainkan 
perbuatan hukum yang diberikan kepada suatu jabatan dan diatur didalam 
perundang-undangan yang mengatur jabatan tersebut. maka dari itu dari setisp 
wewenang ada batasanya sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur jabatan tersebut. 
 
11 Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi, Op. Cit, hlm. 171  
12 Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 
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Kewenangan notaris adalah untuk membuat akta autentik, akan tetapi tidak 
semua akta autentik menjadi kewenangan yang dibuat oleh notaris. Ada pula akta 
autentik dibuat oleh pejabat lain yang bukan merupakan kewenangan dari jabatan 
notaris, contohnya akta pernikahan, akta perceraian, akta kelahiran merupakan 
akta autentik yang kewenanganya tidak dibuat oleh notaris melainkan jabatan lain 
selain jabatan notaris. akta autentik yang dibuat oleh notaris sendiri memiliki 
ketentuan agar akta itu disebut autentik, jika notaris memiliki wewenang yang 
meliputi: 
1) Notaris berwenang sepanjang akta yang dibuat. 
2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai kepentingan untuk siapa 
akta itu dibuat. 
3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu 
dibuat. 
4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu 
dibuat. 
Kewenangan harus dibatasi agar jabatan yang mengemban kewenangan 
tersebut tidak melebihi batasan dari kewenangan yang di emban oleh jabatan 
tersebut, hal tersebut menghindari agar kewenangan suatu jabatan tidak saling 
bertabrakan dengan kewenangan jabatan lainya, maka dari itu jika notaris 
melakukan suatu perbuatan yang melebihi kewenanganya, maka notaris tersebut 
dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar wewenang. 
Notaris membuat akta yang dalam pembuktianya bersifat sempurna karena 
dalam bentuk autentik. Dalam pembuatan akta autentik hal yang perlu 
diperhatikan adalah walaupun semua syarat dan unsur-unsur akta autentik telah 
dipenuhi suatu akta autentik dapat disebut dengan akta autentik jika akta tersebut 
sepanjang tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan keautentikan akta 
tersebut dan seorang itu tidak dapat membuktikan bahwa akta tersebut cacat maka 
akta itu tetap dianggap berasal dari pejabat yang berwenang dan sah demi hukum.  
Sebaliknya jika akta tersebut dapat dibuktikan oleh pihak lain, dan ternyata 
terbukti bahwa akta autentik tersebut cacat maka demi hukum akta autentik 
tersebut adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan, yang artinya akta 
autentik tersebut terdeglarasi menjadi akta dibawah tangan dan pembuktianya 
tidak sempurna lagi. Akta notaris dapat dibatalkan karena jika ada gugatan dari 
para pihak yang tersebut dalam akta untuk membatalkan akta notaris. Pembatalan 
akta notaris hanya dapat dibatalkan oleh pihak itu sendiri.13 
jika kita melihat undang-undang no 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 
undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, notaris dalam 
menjalankan jabatanya pun juga dibatasi wewenangnya atau terdapatnya larangan 
yang dilakukan oleh notaris tersebut, tepatnya pada pasal 17 yang berbunyi: 
1) Notaris dilarang 
 
13 Hartoyo, Analisis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris di Luar Tempat 
Kedudukan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2013, hlm.113.  
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a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatanya; 
b. Meninggalkan wilayah jabatanya lebih dari 7(tujuh) hari kerja 
berturut-turut tanpa alasan yang sah; 
c. Merangkap sebagai pegawai negeri; 
d. Merangkap jabatan sebagai jabatan negara; 
e. Merangkap jabatan sebagai advokat; 
f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik 
negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta; 
g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau 
pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan notaris; 
h. Menjadi notaris pengganti; atau 
i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, 
kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan 
martabat jabatan notaris. 
Notaris dalam pembuatan akta yang dibuat dihadapanya juga diatur jika 
notaris tersebut melakukan pelanggaran, terdapat dalam pasal 16 ayat (9), Pasal 16 
ayat (11), Pasal 16 ayat (12), Pasal 16 ayat (13), Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 
48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (4). Yang dimana 
jika notaris melanggar pasal tersebut maka kedudukan aktanya akan berubah 
menjadi akta dibawah tangan yang artinya kekuatan hukumnya tidak sempurna 
lagi. 
Akta notaris sendiri dalam bentuknya sudah di tentukan dalam Undang-
undang no 2 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-undang no 3 tahun 3004 
tentang jabatan notaris pada pasal 38. Akta yang dibuat oleh notaris merupakan 
alat pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan dan prosedur dalam 
pembuatanya terpenuhi dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku, apabila 
terdapat adanya prosedur yang tidak terpenuhi atau melanggar dari ketentuan yang 
berlaku dan dapat dibuktikan, maka akta tersebut dalam proses pengadilan dapat 
dinyatakan sebagai akta dibawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, 
nilai pembuktianya tidak lagi menjadi sebagai pembuktian yang sempurna. 
Dalam pasal 1 ayat (7) undang-undang no 2 tahun 2014 tentang atas 
perubahan undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan 
bahwa “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang 
dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan 
dalam undang-undang ini”. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon 
bahwa syarat akta autentik, yaitu:14 
1) Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku). 
2) Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum. 
Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo bahwa ada tiga unsur esenselia 
agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu: 
1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 
2) Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum. 
 
14Ibid. hlm. 38  
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3) Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang 
untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat. 
Pasal 1868 KUHPerdata merupakan sumber untuk otensitas akta notaris 
juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat 
sebagai berikut: 
1) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang 
pejabat umum. 
2) Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 
3) Pejabat umum oleh atua dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai 
wewenang untuk membuat akta tersebut. 
Dan adapun karakter yuridis akta notaris sebagai berikut:15 
1) Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh 
undang-undang (UUJN/UUJN-P). 
2) Akta notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan keinginan 
notaris. 
3) Meskipun dalam akta notaris tercantum nama notaris, dalam hal ini notaris 
tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau 
penghadap yang namanya tercantum dalam akta. 
4) Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapapun terikat 
dengan akta notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain selain yang tercantum 
dalam akta tersebut. 
5) Pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan 
para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika tidak ada yang 
setuju, pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke 
pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan 
alasan-alasan tertentu yang dapat ditebuktikan. 
Dari pembahasan peraturan di atas kita bisa pahami bahwa akta autentik 
yang dibuat oleh notaris haruslah sesuai dengan undang-undang khususnya 
undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan undang-undang no 2 
tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 30 tahun 2004 tentang 
jabatan notaris agar akta tersebut tetap mempunyai pembuktian yang sempurna 
atau tetap menjadi akta yang autentik dan tidak terdeglarasi menjadi akta dibawah 
tangan. Sehingga memiliki kepastian hukum yang akan melindungi kepentingan 
masyarakat yang memerlukan atas pembuktian yang sempurna di dalam 
pengadilan. 
Jika kita melihat undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris 
dan undang-undang no 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 30 
tahun 2004 tentang jabatan notaris, notaris non muslim berwenang dalam 
pembuatan atau peresmian akta syariah, dari kewenangan tersebut akta syariah 
 
15Ibid. hlm.45  
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yang dibuat atau diresmikan oleh notaris non muslim kedudukanya tetap menjadi 
akta yang autentik jika proses pembuatanya sesuai dengan undang-undang no 30 
tahun 3004 tentang jabatan notaris dan undang-undang no 2 tahun 2014 tentang 
perubahan atas undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. 
KESIMPULAN 
1. Notaris merupakan pejabat umum yang netral bukan jabatan yang memiliki 
unsur keagamaan, dengan demikian seseorang yang akan diangkat menjadi 
notaris tidak melihat dari latar belakang agamanya, seorang notaris boleh 
beragama Islam, katolik, kristen, hindu, budha, konghucu, bahkan 
kepercayaan lainya yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan menurut pasal 
15 undang-undang no 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 
30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, bahwa notaris berwenang dalam 
pembuatan akta apapun termasuk akta syariah. Maka dari itu Notaris non 
muslim berwenang atas pembuatan atau peresmian akta syariah. 
2. Notaris non muslim dalam pembuatan akta syariah dalam proses pembuatanya 
harus sesuai dengan undang-undang jabatan notaris agar aktanya tetap menjadi 
akta yang autentik atau memiliki pembuktian yang sempurna dan memberikan 
kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan atas pembuktian 
yang sempurna. Jadi jika akta syariah tersebut telah berdasarkan undang-
undang jabatan notaris dan jika kita melihat kewenangan notaris non muslim 
berwenang membuat akta syariah, maka kedudukan hukum akta yang dibuat 
oleh notaris non muslim adalah tetap menjadi akta autentik atau memiliki 
pembuktian yang sempurna dan notaris selaku pejabat umum telah memberi 
kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan atas pembuktian 
yang sempurna. 
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